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PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGKEP

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan rasio efektivitas yang bertujuan
untuk mengetahui efektivitas pemungutan retribusi pelabuhan pertahun di Dinas Perhubungan
Kabupaten Pangkep. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Jenis data
yang dikumpulkan adalah data kuantitatif dengan teknik analisis data berupa metode efektivitas
yang bersumber dari data primer. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa
tingkat efektivitas pemungutan retribusi pelabuhan di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep
Pada Tahun 2014 sebesar 93%, tahun 2015 sebesar 103%, tahun 2016 sebesar 94%, tahun 2017
sebesar 108%, dan tahun 2018 sebesar 106% dengan rata-rata efektivitasnya sebesar 100,8%
pertahunnya. Dengan demikian pemungutan retribusi pelabuhan di kabupaten pangkep selama
tahun 2014 sampai 2018 sangat efektif, karena rata-rata efektivitasnya di atas 100%.

Kata Kunci: Retribusi, Efektivitas, Pelabuhan

Abstract

This research is a descriptive study using the effectiveness ratio which aims to determine the
effectiveness of the annual contribution of Port Levy Collection at the District Transportation
Service Pangkep. The data collection technique used is documentation. The type of data
collected is quantitative data with data analysis technigues in the form of effectiveness methods
sourced from primary data. Based on the research results, it can be concluded that the level of
effectiveness of Port Levy collection at the Pangkep Regency Transportation Service in 2014
was 93%, in 2015 was 103%, in 2016 was 94%, in 2017 was 108%, and in 2018 was 106% on
average. -The average effectiveness is 100.8% per year. Thus, the collection of port levies in
Pangkep Regency during 2014 to 2018 was very effective, because the average effectiveness
was above 100%.

Keywords: Retribution, Effectiveness, Port

PENDAHULUAN

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu sejak tanggal 1 Januari
2001 maka pembiayaan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan juga
memerlukan sumber penerimaan yang diandalkan. Oleh karena itu, daerah dipacu untuk
berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran
daerah.

Penerimaan daerah berasal dari dalam wilayah sendiri yang menjadi salah satu sumber
penerimaan terbesar adalah pendapatan asli daerah, yang dimana pemerintah daerah menjadikan
tolak ukur dalam meningkatkan kemandirian pendapatan asli daerahnya. Pendapatan asli daerah
terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan lain-lain yang sah. Salah satu sumber yang memiliki potensi cukup tinggi adalah
Retribusi Daerah. Retribusi daerah merupakan sumber-sumber penerimaan yang diperoleh atau
dipungut dan berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku diwilayahnya sendiri. Untuk pembiayaan pengeluaran daerah pemerintah
mengakibatkan adanya pemungutan retribusi daerah dengan berbagai jenis yang berkaitan
dengan aspek kehidupan masyarakat dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan.

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah, retribusi pelayanan
kepelabuhanan merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha dalam rangka pelaksanaan
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pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagai ketentuan pajak daerah dan retribusi
daerah yang dipungut oleh pemerintah dalam mengatur tentang retribusi pelayanan kepelabuhan
dalam peraturan daerah dan pengelolaan kepelabuhanan.

Pengelolalan kepelabuhan merupakan persoalan yang rumit dan membutuhkan pengaturan
teknis dan mendetail. Kompleksnya persoalan dan besarnyan potensi pelabuhan di Indonesia
tidak disertai dengan pengaturan yang kaya dan sistematis yang khusushya mengenai
pengelolaan pelabuhan baru diatur oleh peraturan pemerintah (Peraturan Pemerintah nomor 61
tahun 2009 tentang kepelabuhanan).

Retribusi pelabuhan merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan
olen pemerintah daerah. Seiring dengan meningkatnya aktivitas yang terjadi, khususnya
aktivitas masyarakat pangkep mengakibatkan peningkatan jumlah kapal. Hal ini secara otomatis
akan meningkatkan jumlah kapal yang menggunakan area parkir disekitar dermaga atau
pelabuhan serta meningkatkan efektivtas dalam pemungutan retribusi pelabuhan.

Efektivitas adalah bagaimana suatu ukuran tentang hasil akhir yang telah ditentukan terapai
pada suatu target dan sasaran. Hasil akhir adalah tujuan utama pemungutan retribusi semakin
mencapai target yang telah ditentukan maka efektvitasnya semakin baik. Untuk mengatasi
masalah-masalah tersebut maka pemerintah Kota Pangkep berusaha memberikan pelayanan
dengan meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi. Dimana pemungutannya membutuhkan
dana yang cukup besar sehingga diperlukan partisipasi dari masyarakat antara lain berupa
pembayaran retribusi kapal yang besarnya di tetapkan dalam peraturan daerah.

Pemberlakuan pemungutan retribusi serta dengan adanya peningkatan jumlah kapal yang
menggunakan area parkir maka secara otomatis akan meningkatkaan penerimaan atau
pemasukan pemerintah Kota Pangkep dari pos penerimaan retribusi pelabuhan.Berbagai
alternatif sumber penerimaan dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang mungkin
dipungut oleh undang-undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah
menjadi salah satu sumber penerimaan yang dapat dikembangkan dalam daerah sesuai dengan
kondisi masing-masing daerah.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang membantu
melaksanakan otonominya dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang
berasal dari pemerintah yang berupa subsidi dan bantuan. Sumber retribusi daerah juga
diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan prmbangunan daerah
untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat

Kemampuan retribusi daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator
pemerintah daerah dalam menyusun otonomi daerah. Oleh karena itu perolehan retribusi daerah
diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah
secara konseptual dan diharapkan juga memiliki kemampuan yang nyata dan bertanggung
jawab. Kemampuan yang nyata itu diharapkan bersumber dari kemampuan pemungutan
retribusi derah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari
waktu ke waktu.

Dalam rangka menjalankan pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintah dalam bentuk
pelaksanaan kewenangan secara fiskal harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi
sumber daya yang dimiliki. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu memenuhi kebutuhan
pembiayaan pemerintah dan pembangunan dalam sumber-sumber keuangan daerahnya yang
berasal dari retribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli
daerah yang sah dalam berbagai ospek. Objek-objek retribusi yaitu jasa umum, jasa usaha dan
jasa perizinan tertentu. Salah satu objek retribusi yang dikelola oleh daerah, termasuk juga oleh
pemerintah daerah kabupaten pangkep yaitu retribusi jasa umum.

Kabupaten Pangkep merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan yang
wilayahnya cukup luas dan terdiri atas Tiga Dimensi perwilayahan yaitu daratan, kepulauan dan
pegunungan. Dimensi ruang tersebut sangat mewarnai kehidupan penduduknya dengan provesi
yang beraneka ragam seperti petani, nelayan, pegawai, pekerja tambang, pedagang dan kegatan
jasa lainnya. Wilayah yang sangat luas sekitar 1.112,29 km2 yang terdiri atas kota, daerah,
daratan dan pulau-pulau yang cukup jauh letaknya mengakibatkan peranan jasa perhubungan
utamanya subsektor perhubungan laut yang sangat penting untuk memobilisasi penduduk
khususnya yang bertempat di pulau-pulau.
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METODE

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif
kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif adalah analisis data menggunakan statistik. Statistik
yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inferensial/induktif. Statistik inferensial
dapat berupa statistik parametris dan satatistik nonparametris. Data hasil analisis selanjutnya
disajikan dan diberikan pembahasan, penyajian data dapat berupa tabel, tabel distribusi
frekuensi, grafik garis dan grafik batang, piechart (diagram lingkaran), dan pictogram
(Sugiyono, 2011).

Lokasi penelitian di Kabupaten Pangkep yakni pada instansi terkait yang berkompeten
dalam pengelolaan keuangan daerah dan data pendukung antara lain Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Pangkep, Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangkep dan BPS Kabupaten
Pangkep. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data
primer yaitu data yang diperoleh dari observasi langsung serta wawancara dengan beberapa
karyawan perusahaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa data
laporan keuangan, serta data lainnya yang berhubungan dengan objek.

Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu:
penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Metode
analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah digunakan alat
analisis kualitatif deskriptif dengan mengunakan rasio keuangan:

Rasio efektifitas keuangan daerah adalah rasio efektivitas yang menggambarkan kemapuan
pemerintah daerah dalam merealiasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target
PAD yang ditetapkan. Rumusan rasio efektifitas (Halim, 2002) yaitu:

Rasio Efektivitas — Realisasi PAD 100%
asio blextvitas = Target Penerimaan PAD X ’

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas sebagai
berikut: 1. Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif; 2. Tingkat pencapaian antara
90%-100% berarti efektif; 3. Tingkat pencapaian antara 80%-90% berarti cukup efektif; 4.
Tingkat pencapaian antara 60%-80% berarti kurang efektif; dan 5. Tingkat pencapaian di bawah
60% berarti tidak efektif.

HASIL DAN PEMBHASAN

Berdasarkan hasil penelitian langsung di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep sebagai
obyek penelitian dengan memilih sampel sebanyak 5 (lima) tahun data retribusi Pelabuhan
Kabupaten Pangkep mulai tahun 2014 sampai dengan 2018. Dalam penelitian ini, jenis data
yang digunakan adalah berupa Laporan Retribusi Pelabuhan, data tersebut akan dianalisis guna
melihat tingkat efektivitas baik atau tidak. Oleh karena itu, maka dapat digambarkan
perkembangan hasil peroleh retribusi Pelabuhan Kabupaten Pangkep dari tahun 2014 sampai
dengan 2018 sebagai berikut:

Tabel 1. Retribusi Pelabuhan di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep Tahun 2014-2018

Tahun Retribusi Pelabuhan Perubahan
(Dalam jutaan rupiah) (%)
2014 Rp. 21.490.500 -
2015 Rp. 24.130.000 0,12
2016 Rp. 22.400.250 -0,07
2017 Rp. 26.002.500 0,16
2018 Rp. 25.965.000 -0,01

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat perkembangan hasil Retribusi Pelabuhan di
Kabupaten Pangkep mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 sebanyak Rp.21.490.500 dan tahun
2015 sebanyak Rp 24.130.000 atau meningkat sebesar 0,12% dan pada tahun 2016 sebanyak
Rp.22.400.250 atau terjadi penurunan sebesar -0,07% dan pada tahun 2017 sebanyak
Rp.26.002.500 atau meningkat sebesar 0,16% dan pada tahun 2018 kembali pendapatan
retribusi menurun Rp.25.965.000 atau sebesar -,0,01%. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas lalu
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lintas dipelabuhan tidak menentu, salah satu faktornya adalah pengaruh cuaca sehingga
operasional pelabuhan tidak maksimal sehingga berdampak pada hasil retribusi Pelabuhan
Kabupaten Pangkep mengalami fluktuasi.

Analasis Efektivitas

1. Rasio efektivitas pelabuhan tahun 2014

Rasio Efektivitas — Realisasi PAD 100%
asio blextvitas = Target Penerimaan PAD X ’
Rasio Efektivitas — 21.490.500 100%
asto Blektvitas = 55 915.000 ~ 7

=93%

Efektifitas pemungutan retribusi di Pelabuhan Kabupaten Pangkep tahun 2014 dapat
dikatakan efektif karena persentase efektivitasnya sebesar 93% berkisar antara 90-100%. Hasil
ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi Pelabuhan masih belum mencapai target
yang ditetapkan, yang mana ditetapkan target sebesar Rp22.915.000,00 akan tetapi realisasi yg
dicapai hanya Rp21.490.500,00. Ini menggambarkan bahwa realisasi penerimaan retribusi
Pelabuhan Kabupaten Pangkep masih kurang sebesar Rp1.424.500,00 dari target yang telah
ditetapkan sebelumnya.

2. Rasio efektivitas pelabuhan tahun 2015

Realisasi PAD

Rasio Efektivitas = 1009
asio tlextivitas Target Penerimaan PAD X o
Rasio Efektivitas — 21.490.500 100%
asto Blektvitas = =5 915.000 ~ 7

=93%

Efektifitas pemungutan retribusi di Pelabuhan Kabupaten Pangkep tahun 2015 dapat
dikatakan efektif karena persentase efektivitasnya sebesar 93% berkisar antara 90-100%. Hasil
ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi Pelabuhan masih belum mencapai target
yang ditetapkan, yang mana ditetapkan target sebesar Rp22.915.000,00 akan tetapi realisasi yg
dicapai hanya Rp21.490.500,00. Ini menggambarkan bahwa realisasi penerimaan retribusi
Pelabuhan Kabupaten Pangkep masih kurang sebesar Rp1.424.500,00 dari target yang telah
ditetapkan sebelumnya.

3. Rasio efektivitas pelabuhan tahun 2016

Rasio Efektivitas — Realisasi PAD 100%
asio blextvitas = Target Penerimaan PAD X ’
Rasio Efektivitas — 21.490.500 100%
asio tlektivitas = > 915.000 * 07

=93%

Efektifitas pemungutan retribusi di Pelabuhan Kabupaten Pangkep tahun 2016 dapat
dikatakan efektif karena persentase efektivitasnya sebesar 93% berkisar antara 90-100%. Hasil
ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi Pelabuhan masih belum mencapai target
yang ditetapkan, yang mana ditetapkan target sebesar Rp22.915.000,00 akan tetapi realisasi yg
dicapai hanya Rp21.490.500,00. Ini menggambarkan bahwa realisasi penerimaan retribusi
Pelabuhan Kabupaten Pangkep masih kurang sebesar Rp1.424.500,00 dari target yang telah
ditetapkan sebelumnya.

4. Rasio efektivitas pelabuhan tahun 2017

Rasio Efektivitas — Realisasi PAD 100%
asio blextvitas = Target Penerimaan PAD X ’
Rasio Efektivitas — 21.490.500 100%
asto Blektivitas = =5 915.000 ~ 7

=93%

Efektifitas pemungutan retribusi di Pelabuhan Kabupaten Pangkep tahun 2017 dapat
dikatakan efektif karena persentase efektivitasnya sebesar 93% berkisar antara 90-100%. Hasil
ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi Pelabuhan masih belum mencapai target
yang ditetapkan, yang mana ditetapkan target sebesar Rp22.915.000,00 akan tetapi realisasi yg
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dicapai hanya Rp21.490.500,00. Ini menggambarkan bahwa realisasi penerimaan retribusi
Pelabuhan Kabupaten Pangkep masih kurang sebesar Rp1.424.500,00 dari target yang telah
ditetapkan sebelumnya.

5. Rasio efektivitas pelabuhan tahun 2018

Rasio Efektivitas — Realisasi PAD 100%
asio blextvitas = Target Penerimaan PAD X ’
Rasio Efektivitas — 21.490.500 100%
asto Blektvitas = 55 915.000 ~ 7

=93%

Efektifitas pemungutan retribusi di Pelabuhan Kabupaten Pangkep tahun 2018 dapat
dikatakan efektif karena persentase efektivitasnya sebesar 93% berkisar antara 90-100%. Hasil
ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi Pelabuhan masih belum mencapai target
yang ditetapkan, yang mana ditetapkan target sebesar Rp22.915.000,00 akan tetapi realisasi yg
dicapai hanya Rp21.490.500,00. Ini menggambarkan bahwa realisasi penerimaan retribusi
Pelabuhan Kabupaten Pangkep masih kurang sebesar Rp1.424.500,00 dari target yang telah
ditetapkan sebelumnya.

Dari hasil perhitungan di atas, maka diperoleh tingkat efektivitas antara target penerimaan
retribusi dan realisasi retribusi di Pelabuhan Kabupaten Pangkep dari tahun 2014 sampai dengan
2018. Secara jelas efektivitas pemungutan retribusi pelabuhan di Kabupaten Pangkep
ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil Efektivitas Pemungutasn Retribusi Pelabuhan di Kabupaten Pangkep Tahun

2014-2018
Tahun Penerimaan Target penerimaan Efektivitas
retribusi pelabuhan retribusi pelabuhan (%)
(Rp) (Rp)
2014 Rp.21.490.500 Rp.22.915.000 93
2015 Rp.24.130.000 Rp.23.350.000 103
2016 Rp.22.400.250 Rp.23.650.000 94
2017 Rp.26.002.500 Rp.24.000.000 108
2018 Rp.25.965.000 Rp.24.515.000 106
Rata rata 100,8

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat digambarkan tingkat efektivitas hasil retribusi di
Pelabuhan Kabupaten Pangkep yaitu: Pemungutan retribusi pelabuhan di Kabupaten Pangkep
selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 secara keseluruhan dikatakan efektif yaitu
berkisar antara 93% dan sangat efektif sampai 108% dengan rata-rata efektivitasnya 100,8%,
atau lebih dari 100% yang berarti pemungutan retribusi Pelabuhan di Kabupaten Pangkep dapat
dikatakan “sangat efektif’. Pada Tahun 2014 realisasi retribusi tidak mencapai target
penerimaan retribusi dikarenakan masih adanya pemilik kapal yang tidak disiplin dalam
membayar retribusi parkir kapal, hal ini juga dikarenakan tingkat pengawasan yang kurang baik,
Sedangkan tingkat efektivitas retribusi pelabuhan pada tahun 2014 dikatakan “efektif’. Pada
Tahun 2015 realisasi retribusi meningkat sebesar 0,12% ini artinya bahwa realisiasi tersebut
melebihi target retribusi maka tingkat efektivitas sebesar 103%, maka dinyatakan “sangat
efektif”.

Salah satu faktor yang mengakibatkan meningkatnya realisasi penerimaan dari pada target di
Pelabuhan Pangkep itu karena ditahun tersebut jumlah kapal yang parkir berbobot besar
meningkat dari tahun sebelumnya. Selanjutnyapada tahun 2016 realisasi retribusi
pelabuhankembali turunsebesar 0,07% dari target retribusi yang direncanakan sehingga tingkat
efektivitas retribusi pelabuhan pada tahun 2016 dalam posisi efektif. Salah satu faktor terjadinya
penurunan penerimaan diakibatkan karena jumlah kapal yang parkir menurun dikarena lalu
lintas kapal dipengaruhi oleh cuaca yang kurang bersahabat ditahun tersebut, faktor lain yaitu
menurunnya kunjungan masyarakat pulau kekota untuk berbelanja yang selalu menggunakan
jasa kapal Kemudian pada tahun 2017 realisasi retribusi pelabuhan mengalami peningkatan
sebesar 0,16% dari target retribusi yang direncanakan, maka tingkat efektivitas retribusi
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pelabuhan pada tahun 2017 dikatakan “sangat efektif”. Salah satu faktor tingkat efektivitasnya
tinggi karena adanya perbaikan di internal Dinas Perhubungan dalam hal ini pengelolaan
keempat dermaga Kabupaten Pangkep yang semakin baik, dapat dilihat dari pengawasan yang
diperketat dan struktur manajemen diperbaiki, Sehingga penerimaan retribusi tepat sasaran,
faktor lain yaitu meningkatnya jasa kapal menuju daerah kepulauan terluar pangkep untuk
mengangkut logistik.

Hasil penelitian ini berbeda dengan Wibowati (2010) menggambarkan bahwa kendala yang
dihadapi dalam pemungutan retribusi pasar adalah dari faktor pedagang yang kurang disiplin
dan tidak tepat waktu dalam membayar retribusi pasar. Sedangkan tahun 2018 realisasi retribusi
pelabuhan melebihi dari target retribusi yang direncakan, namun penerimaan ini lebih kecil dari
dari tahun sebelumnya yaitu selisih 0,01%. Ada dua faktor yang menyebabkan turunnya
penerimaan ini dikarenakan adanya beberapa kapal yang aktivitasnya berkurang yang dimana
kapal tersebut masuk dalam masa perawatan dan perbaikan sehingga aktivitas dipelabuhan
berkurang, dengan berkurangnya aktivitas kapal tersebut berdampak pada turunnya penerimaan
retribusi parkir kapal sebesar 0,01 % dari tahun sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa
pada penelitian ini dikatakan efektif ditahun 2014 dan 2016 sedangkan 2015, 2017 dan 2018
sangat efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas
pemungutan retribusi pelabuhan di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep pada tahun 2014
dan 2016 dalam posisi efektif sedangkan tahun 2015, 2017, dan 2018 dalam posisi sangat
efektif. Pemerintah daerah agar menetapkan standar efektivitas yang jelas dan pasti menurut
Peraturan Daerah yang sudah disahkan sebelumnya, sehingga pemerintah daerah kabupaten
Pangkep dapat menilai kinerja daerahnya dalam melaksanakan pemungutan retribusi pelabuhan
untuk meningkatkan penerimaan daerahnya.
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